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Kriteria Jenis Usaha 
UU No.20 Th 2008 Tentang UMKM 

Aset Max Rp.50 juta (Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha). Omset tahunan Max Rp.300 juta 

Usaha MIKRO 01 

Aset > Rp. 50 juta sampai Rp.500 juta (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Omset tahunan > Rp.300 juta sampai 

Rp.2,5 miliar  

Usaha KECIL 02 

Aset > Rp. 500 juta sampai Rp.10 miliar (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Omset > Rp.2,5 miliar sampai Rp.50 

miliar  

Usaha MENENGAH 03 

Aset > Rp. 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. Omset > Rp.50 miliar  

Usaha BESAR 04 



Data UMKM di Indonesia 

Jumlah UMKM 

64 jt (99,9%) 

01 

60,01% PDB 

(8.573 T) 

02 

97% Tenaga 

Kerja (117 jt) 

03 

14,37% 

ekspor (293 T) 

04 

60,42 % 

Investasi 

(2.564 T) 

05 

Sumber: Kemenkop UMKM, 2018 



Peran Pemerintah 

ATAU 



Pemerintah Pusat dan Pemda  

Menumbuhkan Iklim Usaha 

PENDANAAN 
SARANA DAN 

PRASARANA 

52% 34% INFORMASI 

USAHA KEMITRAAN 

PERIJINAN 

USAHA 

KESEMPATAN 

BERUSAHA 

PROMOSI 

DAGANG 

DUKUNGAN 

KELEMBAGAAN 



Pemerintah Pusat dan 

Pemda Memfasilitasi 

Pengembangan Usaha 

Desain dan 

Teknologi 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Pemasaran 

Produksi 

dan 

Pengolahan 



Pembiayaan dan Jaminan 

Usaha Mikro dan Kecil 

Pemerintah Pusat dan Pemda menyediakan pembiayaan bagi 

UMKM 

BUMN dapat menyisihkan labanya untuk UMKM dalam bentuk 

pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya 

Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan 

untuk UMKM dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan 

pembiayaan lainnya 

Pemerintah bersama-sama dunia usaha dapat memberikan hibah, 

mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber 

pembiayaan lain yang tidak mengikat bagi UMKM 

Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk 

persyaratan perijinan, keringanan tarif sarana dan prasarana 

kepada dunia usaha yang membantu UMKM 



Pembiayaan dan Jaminan 

Usaha Menengah 

Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal 

kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola 

pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga 

pembiayaan lainnya 

Mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan 

fungsi lembaga penjamin ekspor 



Kemitraan 

Perdagangan Umum 

Inti-plasma 

Penyumberluaran (outsourching) 

Distribusi dan Keagenan 

Subkontrak 

Waralaba 

Bentuk kemitraan lain: 

bagi hasil, kerjasama 

Operasional, usaha 

patungan (joint venture) 





UMKM di Tengah COVID-19 

Lebih dari separuh UMKM di negara-negara OECD tidak 

mampu bertahan selama 6 bulan 

Survei OECD 2020 

Sebanyak 62,6 persen UMKM yakin mampu bertahan lebih 

dari satu tahun melewati krisis pandemi Covid-19. 

Survei Katadata 2020 

Sebanyak 43% UMKM berhenti beroperasi akibat pandemi 

virus corona atau Covid-19 pada April 2020. 

Data KemenkopUMKM 

Sebanyak 47% UMKM di Jawa Barat sudah berhenti.  

Survei FEB UNPAD 2020 



Upaya Pemerintah 

A Pelaku UMKM yang miskin masuk menjadi penerima bantuan 

sosial pemerintah 

B 
UMKM yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar/tahun tarif PPh 

final diturunkan dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam 

bulan dimulai dari April sampai September 2020 

C 
Penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima 

KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM 

Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga 

Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir) 

D Perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan 

modal kerja 

A B 

C 

D 
BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil 

produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, 

perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga 

D 

D 





Thank You 


